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PENGANTAR REDAKSI

Puji Syukur kehadirar Allabh 5WT, karena berkat ridho-Mya jua,
majalah Simbur Cahoya edisi 31 dapat menjumpai pembaca. Dalam edisi kali
ini berbagai tulisan ditampilkan baik merupakan hasil penelitian maupun
artikel ilmiah lainnya. Berbagai upaya dilakukan cleh Redaksi untuk dapar
menampilkantulisan vang berkuealitas. Secara cermat tulisan-tulisan yang dimuat
telah melalui koreksi, sehingga aps yang tersaji dibarapkan dapat memenuhi
harapan pembaca

Fada edisi ini kajian diawali dengan pembahasan tentang Kebijakan
penggunasn sanksi pidana dalom Hukum Administrasi, diteruskan dengan
kajian tentang Manfeatr Indonesia Menjadi Peserta Traktat Antariksa 1967.
Selnin itu dikaji juga penerapan Otonomi Daerah Fasca Perang Dunia Kedua
D Jepong: Dalam Perspeknf Sosiologi Hukum dan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan:Perkembangan Teori dan Relevansinya dengan Tujuan
Hukum Perusahaan. Hak Asasi Manusia juga ditclash dalam tulizan yang
berudul K.ajian Hukum Internasional Mengenal Status Individu Dan Peran MGOs
Dalam Masalah Perlindungan Internasional Hak-Hak Asasi Manusia,
akhirnya ditutup dengan masalah vang tidak henti-hentinya menjadi bahan
pembahasan dan kajian, yaitu berkaitan dengan korupsi. Pembahasan tentang
korugsi termuat dalam tulisan berjudul Kendala-Kendala Pemberantnzan Korupsi
Di Indonesia.

Mamun betapa eliti dan cermatnya redaksi, ertunya tidak luput dari
kekurangon dan kesalahan, sebab itu redaksi tetap mengharapkan kritik serta
saran dari permbaca untuk meningkatkan mutu penerbitan majalah ini.

Indralaya, Mei 2006

Redaksi
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Hal ini jika dikaitkan dengan kemajuan don perkembangan ilnmo pengetahuan dan
teknislog vang sangat cepat. sudah sasnya menphendaki ditinjau ulang guna
disesunikan dengan kemajusn-kemajian yang ada Sehab it sudah saatnya dunia
imier-nasional melalui FBRE berupayva uniuk menviapkan suatu perjanjian
miermnaswngl lentang keruang angkasasn yang lebih lengkap (komprehensi
sebagaimana pengaturan di bidong kelautan. Dalam penyusunnn suats perjanjian
tentang keruang anghassan yang komprebensifin, tidak hanys melibatkan negera-
nEgara majia, lenpi juga negara-negara berkembang wang jusiru lebil meng-
harapkan perlindungan hukam

E. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, kiranya ada beberapa manfaat vang dapat
diperaleh aleh Indonesia menjadi pesenta Trakint Antariksa 1967 Pertama, apahila
Indonesia dirugikan oleh regara lain dalam kegiatan eksplorasi dan penggunaan
ruang angkasa dan benda benda angkasa lainnyva dapat menjadikan space
freatvitrakial anferiksa) sebagm dasar hukum untuk melakukan wuntutan; kedua,
Indonesia dapat bersengketa di muka salah satu badan PBE berkenaan dengan
masnlah ruang angkasa, keriga, dapat menarik simpati negara negara lain
ierhadap [ndonesa di Forum Internasional,

kemudian dengan telah menjadi peserta Trakiat Antariksa 1967, Indonesia
dapat lebih aktif lagi memperjuangkan aspirasi dan kepentingan sesama
negara khatulestiva dalam pemanfazian G50 dan negara-negara berkembang.
Akhirnya. dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknpologi yvang sangal cepat. sudah ssammya dunia internasional melalui PEB
berupays menyiapkan susim perjanjian intermnazional tentang keruang angkasaan
wang lebih komprehensil.
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OTONOMI DAERAH PASCA PERANG
DUNLA KEDUA DI JEPANG
Dalam Perspekiil Sosiologh Hukuam

CHeh:
Azhar, S H., LL.M, LI_D,
(Dosen Fakullaxs Hukom Universitas Sriwijaya)

Abstrak: Sisterm ofomomi deral Verngy bewiekii sekorang o Jopeng, diperberalion
i arl previcmncs kol delam sefarakh pemeriirohon Jnpang sebagal ety bab rorsonlici
di dutam Konsiiiesi Tohue 1948 Pade racr on kekuasagn pemerimalh o) Sepang
sipegung oleh General Hedguarter of the ANied Power PG vong bemucian die b
chenguer Koamior Pusel Yemang Sebeiy, meniio: bakwa perlie difokwkan peribation
_:wumm:mh:r ferfadap strekine pemerital daerak e foreliter dersedan medoluy
FIEF an Ronsiiresi Jepang. Prepbahan tervebad miergenas sien

davroafi daw hibwngan desgon beluaoon P etk pﬂf:. ﬂﬁiﬁnﬂwmfﬂﬂm:rﬁl{tyrﬁ
preipektyf soriofop Rk, dibalas opekah rufainess vang difckikan welal memcmrin
et oy diinginkon doalam pemeriniak ool Ji depraeng

_ﬁ.'n'm Enviei: onomi di Jepang, perspektif sosioiogi

A, Pendahuluan

Sistem otonomi-daerah di Jepang telal dianut sejak zaman feodal. P

ibad ke 15, disaat perdagangan internazioisl h-:rktmhlr:; pesal, Kota Sakai, j::
terletak sebelah Selatan kota Osaka, tidak pornak membayar pajak kepada rr-_ia.
denpan anggotn dewan perwakilan rakvat ang dipilib menjalanken organisasi
Lona m.rs:m:liri-. Masvarakat kota Sakas melinding kota mereka dengan
mendirikan dinding di sekeliling kota dan melengkapi keamanan kot dengan
rentars, Begitu juga kota Nagasaki dan Hakati, keduznya rerletsl i pullaw Eyushe
Osaka dan beberapa kota pelabuhan pads saat ite melakakan hal vang sama
yartu ofanom dacrah, ' )

F':jd.u pwal zaman Edo {1603-1867) kota-kota tersebut di aias kehilangan
shonominys karena tekanan dari Shogen Tokugawa yang terkenal mem purnyai
prinsip mengisolasi Megara Jepang dari pengarub bangsa asing dan a|11i|5nli
I:rh&daP kaum pedagang. Akhirnya kota-kaors yang semulanya mempunyai
stonomi jatuh dalam kekuasaan pemerintah feodal

Pada tahun 1485, di daerah pedesaan scperti Kyoto, Fropinsi
Yamashiro, masyarakatnys membentuk masyarakar lokal vang terpisah
dan F}Erpnn:ip bahwa: “masyvarakat harus diperintah olel masyarakat i
sendir™. Di daerah Harima Propinsi Hyogo, deerah Kii. Propinsi Wakavama,
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daernh Kaps, Propinsi Ishikawa, daerabh Echizen, Propinsi Fukui dap
phikassn, Propinsi Aichi, juga tercatat adanya semacam pelaksanaan
otanmim. Walaupun dem tkian, masyarakat di daerali-daerah tersebut tidak seperti
kotaskoim pada abad pertengahan di Eropah vang dapat menjaga dap
mengembangkan serta membangun kota mereka menjadi kota yang
moderoin LItomomn ersebul [dak berlangﬂung lama, karena harws
herhadapans dengan tentara dan penumpasan yang dilakukan oleh
penguasa vang sangat kuat dan terkenal otoriter pada saat i yaite Toyomi
Hid.:_:,.'«l:r-.l:u ¥

Penpuasa pusal yang oforiter yang dipegang oleh pemerintah
feodal Tokugawa berhasil menjags stabilitas berlansung hampir tiga abad.
i dalom pemerintahan yang totaliter, Propingi dipimpin oleh Gubernur
yang ditunjuk berdasarkan Keputuzan Kerajaan atas wsul Menteri Dalam
Megeri, dan provinsi tidak berwenang untuk menerapkan otonomi daerah.
Gubernur hanya diberikan sedikit kekuasaan dan otonomi dengan arahan dari
Menteri Dalam Neger dalam hal mengatur pegawai dan masalah di dserahnya.
Ciubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat bertindak entuk dan
alas nama pemerintah pusa.

Bagi pemerintah daerah yang lebih kecil tinghatannya seperti kabupaten.
kota, dan desa dipimpin oleh masing bupati, walikota, dan kepala desa, Walikona
ditentukan oleh Menteri Dalam Megeri atas usul dan Dewan Perwakilan Rakyet
sebanyak tiga orang calon walikota, Bupat dan Kepala Desa, dipilily oleh anggota
Drewenn Pervakilan Rakyat masing-masing wilayahnyva,

Sejak mass Restorasi Meip, dimulaitabun 1868, dimulailah pemerintahan
kerajaan yang berdasarkan Konstitusi. Peraturan bar kemudian disosializasikan
pada Tahun 1EER untuk mengorganisasi deerah seperti propins, kabupaten, kota
don desa, Peraturan tersebut meniru sistem di Jerman, vang mengatur
status hukum propinsi, kabupaten, kota dan desa menjadi pemerintah
dperahy, dengan batas administeas:, badan legislatif, badan eksekutif, penduduk
don keuangannya.

Sesuatu vang sangat berharga vaitu dibentuknva lembega bara
dalam Konstutitus: Meiji Jepang tahun 1889, Makna yang tersural adanva
lembaga baru ini bahwa sistem vang sempurna harus dibuat terlebih dahulu
wntuk Bisa beroparasinya pemerintah daerah yang telabh dibentuk oleh
Meiji Konstitusi, sedang arti yang tersirat adalah éntuk menghindari
pengaruh partai dalam pemerintaban Meiji.* Dengan perkataan lan, untuk

" Kun Steiner 1965 Local GGovernamend in Fapan. Califomis: Seandfond Ulniv Presa hdm 17
i ! Anemim 1. 1952, Chihe Gyosel Chosa linkaigi Shinre (Hosil riset admiristmsi doerah).
Iy Z05.2046
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mengantisipasi terhadap ganggenn politk yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Kerajaan Jepang,

Feraturan yang mengatur insi, kabu
setelah berlakunva Konstitue M:::i?,Pjuj_.-,n htrla::tf;::r;::::u;:::h::r'}
Dfe;-.-an Perwakilan Kerajoan Jepang. Seiclah diadakan perbaikan van
dilakukan terhadap undang-undang Yang mengatur rentang puma-ri_nraﬁ
duerah, kltrnudirm selelah bebernpa kali dilakukan reformasi terhada
IJad.ﬁn |Fg_|3Fﬂl.iE seperti pemilihan dan persyaratan untuk mieinjadi al‘lggﬂl:
[:H.!Sfﬂ.lilf, pengenalan terhadap sistem voting dan perluasan kewenanean
legislatif. Langkah ini diambil tidak lain adalah dalam rangka m:m:r:gaia

secara fleksibel verhadap adsnya kecenderun ini ;
e gan administrasi van
berdasarkan kanstitusi. yang

Pada masn Perang Dunia kedua, Pemeringh Fusar Je
T . pang berusahg
menggumakan provins, kabupaten, heta dan desa untuk mengadakan iu:msu!il:h.':-i
terhadap pemerintahan yang bersifat wialiter. Pada Tahun 1940, provinsi
?hup.nrm. kota dm_-: desa di Jepang menjodi pendukung militer Jepang, Pada
ahun 1945 pemerintah dagral terpaksa menjadi tersentralisic dan berfungsi
:u:hag_m c.ah_nn_z :!arl aEosias pembantu Penguasa Kernjaan Jepang, dimana
Egamsas- sipil dibawah kemands militer. Pada masa itu, otonomi Provinsi
dlb::::ﬁpj:tlf:ullnzlrﬂ, dan desa terbendung oleh pemerintah Pusal yang todaliter dan
Enrdnsﬂrlc:an urnisn di atas, menarik untuk diikut bagaimanokah
ststem olonamt dacrah di Jepang sciclah Perang Dunia kedua, dij S151

lain, bagai kah . . : Du ‘
midﬂﬂighul]:nu:'.? Al otonomi dacvah di Jepang ditinjau dari perspektif

B. Perkembangan Otonomi di Jdepang Setelah Perang Dupia Kedua

Foonstitusi Jepang vang pertama kali men i
: - e Eatur tonomi seielah Perang
Diunia hu:_lua adalah Konstitusi Tahun [ 946, Pengaturan otonomi daerah -:larzaﬂm
Konstisi tefsebut, merupakan langkah awal yang dicapai oleh Kantor Pusa

Tentara Sekutu. Terdapat 4 {empar) pasal van i :
vaitu Pasal 92 5.d Pasal 95, ¥ang mengatur tentang otonomi daerah

Berdasarkan Pasal 92 Konstitusi Tahun 1946

Ber bahwa swsunan
organisasi dan tata laksana pemerintah daerah harus digtus dengan undang-
undang, berdasarkan “prinsip otonomi daerah” vang diatur dalam

1 Anonim®, B8, Abodtiosr o Terari Gami oand
ol Kalk rid ey
Lacot Sysvem. Tokvo Bunsei Shoin. him. 3. T &
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konstitusi, Fasal 93 menegaskan: pemeriniah dacrah harus membentuk
dewan perwakilan rakyvat sebagai sualu organ vang setara dengan
pemerintah dacrzh. Sekrelariat dewan perwakilan rakyat imerupakan
F"l-'“'“l pemerintah daeral dan anggota dewan perwakilan dasrah,
Anggoin dewan perwakilan rakyat daerah lainnya harus dipiliby oleh masyarakal
ElEim pat

Pasal 94 Konstitusi Tahun 1946, menegaskan bahwa pemerintah

dsepih mempunyvai hak untuk mengatur asset, administrasi dan membuat

raturan daerzh, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang
yvang berlaku, Mengenai Peraturan Daerah ditegaskan pada Fasal 935:
Pernturan daerzh hanya berlaku di reang lingkup daermh yang bersangkutan,
tidak dapat diberlakukan tanpa persetujuan dan kepentingan mayoritas
angpota masyarakal

Sejak Gubernur dipilih langsung oleh masyarakat, maka fungsi
Gubermur yang semula sebagai perpanjangan tangan administrasi pemerintah
pusil, otomatis berakhir. Pada sast yang bersamaan provinsi yang
dahulunya sebagai perpanjangan administrasi pemenintah pusat berkembang
menjadi otonomi daersh berdasarkan pemilihan umum. Demikian jugs
pora anggots dewan perwakilan rakvat dipilih lansung oleh masyarakat.
Kabupaten, kola dan desa-dess mempunyal otoritas penuh mengatur
dacrahnys masing-masing dipimpin oleh seseorany vang menang dalam
peernil i e s,

Calam Undang-undang otonomi daerah ditegaskan, bahwa otonomi daerah
dibngi menjadi dua kategori pemeriniah daerah: pemeriniah deerah wrmem
don pemerintal doerah khusus, Daerah umum terdiri darl Kabupaten,
kota dan desa; sedamzkan vang khusus antara lain kota administratifl,
astisiasi pemeriniah daerah, dan lembaga keuangan. Dengan demikian,
provinsi, knbupaten, kota dan desa bertingkal berdasarken dasar geografis
vang diadopsl darl sebelum Perang Dunia Kedoa, diteraphan menur konsep
demakrasi yang moderns,

Tidak sda prioritas hukum atae administrasi vang diberikan kepada provinsi
terhadap kabupaten, kota den desa. Propinsi mempunyvai wewenang dan langgung
Jawaberhadap pelavanan adminsirash sebagai benikut: | 1) menjalankan masalah
peopolitik dalam arti luas; (2) mengkoordinasikan kabupaten, kota, dan kota
adminsiratil (3 ) melakganakan komunikasi antara kabupaien, kora dan desa; (4)
membaniy manajemen don penyelesaion perselisihen mengenai batas wilayah
kabarpaven dan kotadi wilavahnya. Ditegaskan dalam Paragrap 6 Pasal 2 Undang-
wndang enang Chonemi Dasrah (Jepang), babhwa propinsi hams menjalankan
fungsi-fungsi tersebut di atas, Bagi Pemerintah kabupaten, kota dan desa, harus
miemtserikan pelayanan wmum selain dari fungsi-fungsi wersebat di atas (Parngrap
3 Pasal 2},

Jinebwrr Cabaye Mo 37 Tobwn KT Me 2006 155N Na 141100614 21




Masih menjadi perdebatan di kalangan shli hukum administrasi di Jepang
mengenai pengertian “herdasarkan prisip otonomi daerah’™, schagnimana dimaksyd
dalam Pasal 92 Konstitasi Tahun 1946, Pasal 92 tersebut menegaskan bahwa
organisasi dan tata laksana pemerintab daerah disiur dengan undang-undang
berdasarkan prinsip ctonomi daerah

lde “prinsip stonomi daeerah™ ditinjau sebagai konsep politik. sehapnimans
yang dilakuksn olel pemeriniab dacral di Ing-ls. tidnkp:'umrpuhngtmscp
hukum vang kaku Sebaliknya, dilihar dari perspektif sosiologi hukum,
bahwa dimasukkannyn ide otonomi dacrah dalam konstilusi Jepang
Tahun 1946, adalah wntuk muendorong ke arah demokratisasi lepang.
Dengan perkatsan lain, dalam rangka perubahan dari pemerintah daecal
yang totaliter sebelum Perang Dunin Kedua wang berural berakar selamp
0 tzhun. !'nilah yang menjadi tujuan Kantor Pusat Tentars Sekutya
Yaitu menghapus sistem 1ot1aliter sebelum Perang Dunia Kedua menjadi
pemenntah deerah vang otonom.

C. Pembentukan Otenomi Daerah dalzm Perspebdif Sosilogi Hukum

Eetika pembicarakan tentang draf bak tentang otonomi dacrak
dalam Konstitusi Jepang. antara Kanoor Fusat Tentara Sekutu bagian
pemerintahan dan Pejabar Megarn Jepang, dari pihak pemerintah lepang
yang membidangi pemeriniah dacralh menyerahkan dral sementara ferdini
dari 3 {tiga) pasal

Pasal | merumuskan:

“In arder to provide for the tovifid administravion of govermment in
their respective furisdictions, the prefecture, clty, town and viflage
Rovernmienis in wrder 1o mest locel conditions will have flre power
fo devy and colflect ruves: the pewer Io exiablisk and moinrain
local police force; and iuch other powers af govermment nor
specially reserved in this Constitution ar ol varignoe witk the faws

passed by the e ™

Drraf tersebat i atas secarn regas ditolak oleh Kantor Puzat Tentara Sekii,
rl:ngnln- alasan belum cukup wntuk menjamin adanya kewenangan
pemerintah daerah untuk melaksz=nakan otonomi daerah, Kemudian stering

“ Tukanuyagi Kido. 1984. The Making of the Constiation of J G
him, 238-239 o Sapare. Tokyo: Yakilaky,
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kamie unfuk bagian pemerintah daesah mengaukan draf yang baru* Draf
yang baru tersebut memuat tentang susunan pemerintah daerah yang
sepeftl sebelum Ferang Dunia Kedua, terdini dari provingi vang mempunyai
kedudukan paling tinggi di antara yang lannya, kabopaten, kota dan desa unfuk
manghindan konflik di antar pemerintsh daerah. Walaupun masih ada yang lebih
tinggi dion lebih rendah antara pemerintah pusat dan pemerintal dasrah, pamun
hilamana dilaksenakan secara konsekwen akan menjadi sistem yvang sangat bagus
pada maxs pemerintahan era Meiji.

Walaupun draf awal dari Pemerintah Jepang tidak diterima, tetapi
menawarkan saran yang sangat bermanfaat untuk menghindari ketegangan antara
Pemeriniah Jepang dengan Kantor Pusat Tentara Sekutu, Bila hal itu dilaksanakan
maka, pemerintah kabupaten, kotadan desa akan lebih dekat dan terbuka terhadap
magyarekat serts akses dzri masyarakat banyak,

Kantor Pusat Tentara Sekutu bertujuan uniuk membangun pemerintah
daerah vang demockratis. Pada kenvataannva, keinginan Kementerian Dalam
Megeri Jepang sangatlah bertentangan dengan prinsip demokrasi versi Amerika,
hal ini dapat dilihat dengan pengembangan pemerintahan dalam negeri vang
tersentralisir. Menurut Kementerian Dalar Megeri Jepang bahwa demokrasiala
Jepang dapat dibangun dan dikembangkan dengan cara sedikit mengadakan
reformaii pemerintahan tradisional versi pemerintzhan pada era Meiji.

Seteloh draf vang diajukan stering komite mengalami beberapa kali
perubahan, akhirya hak untuk memberlakukan peraturan menurut ketentuan
Pasal 92 Lonstitusi Tahun 19428 dimasukkan pada saat itu. Hal tersebun digtur
dalam Pasal 86 dalam draf veng dibuat oleh Jenderal MeArthir, bahws “Gubemur
Propinsi, Bupati Kabupaten, dan waliketa, mempunyai kewenangan untuk
memberlakukan pajak, anggots Dewan Perwakilan Rakyat provinsi, knbopaten
dan kata harus dipilih langsung oleh masvarakal setempat. Sedangkan Pasal 87
dalam draf yang sama merumuskan: Penduduk daerah metropolitan, kabupaten
dan kots harus dijamin hak mercka untuk mengatur harta benda, urusan,
pemerintahan dan membuat piagam mereka selama tidak bertentangan dengan
undang-undang vang dihasilkan ofeh Dewan Perwakilan Rakyat Pusat.® Salah
seorang vang terlibat dalam pembuatan draf Konstitusi Jepang Tahun 1948
bemama Tatseo Sato, mengemukakan bahwa Pazal B6 dari Kantor Pusat Tentars
sckuto akhirnya diganti dengan dengan Pasal 97 Konstitusi Jepang Tahon 1946,

", Takanayagi Kido. 1984, The Making of the Comsitation of Japas. Tokye: Yahikak

him 2633257
*. Takanayapi Kido. 1984, The Moking of the Constitation af Japan. Tokyvo: Yuhikaku
hlbim 3000300
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dan piagam yang memberlakukan hak dalam Pasal 87 dalam draf F.onstitusi
Jepang yang vang berisikan hak untuk membua “undang-undang dan peratwran, !
Dengan demikian. pihak Pemerintah lepang sangat puas dengan isiilah
“berdasarkan prinsip otonomi daersh.” Karena pihak Pemenntah Jepang menclak
dengan jelas dimasubhannya konsep pemikiran dan aturan yang berasal dari
Amerika, karena tidak scsun dengan kebiasaan mereka. namaui Pemerintah Jepang
dengan sangat terpaksa harus imenerima hal tersebut kareng negaranya kalok
perang dengan pihak sehutu, khusesnya Amerika

Sumtu kemajinn yang luar binsa dalam otonom) daerah di Jepang vaim
adanya hak masyeeakat unik mengajukan petisi kepada pemerimah daerah secara
langsung,. Misalnyva untuk membust dan memberlakokan peraturan dacrah,
MENEEANTI mencopot pejabat pemerintah doerah dan untul pemeriksoan kewangan
daerah. Hak terscbut indak pernah dijamin dalam pemerintah daerah pada masa
pemerintahan Meiji.

Pemerintah propms, kabupaten dan kota mempunyal kewenangan ustuk
mengatur yrosannya, membentuk badan di - hawah lingkup kewenangannya
berdasarkan hukum vang berlaku stau atas perintah kabiner, atan
masalzh administrasi di jurisdiksi mercka masing-masing yang bukan
menjadi kewenangan pemerintal pusat.® Undang-undang akan mengatur
ruang linghup kewenangan atau yang biikan kewenangan pemerintah dacrah,
Administrasi pemerintahan lepang menompatkan bahwa pemerintah
dan edminstrasi pusat lehih utama dari pemeriniah daerah. Fungsi dan
tugas pemeriniah dacrah tidak lain hanvalal menerapkan peraturan
peraturan dacrah, kecuali vang distur aleh peraturan yang lebih
Uinggi atau peraturan vang dibuat oleh kabinet. Hal ini berarti pemeriniah
daerah tidak berdava atas intervensi dari pemerintah pusat. Dengan kans lain,
pemerintah tidak bisa menjalankan otonomi daerah secara penuh karena

adanys pengaruh dari pemerintah prLisal

Berbagai reformas) dan modifikasi mengenai otonomi dacrah,
lermasuk amandemen Lindang-undang Oronomi Deerak Tahun 1952, Bevwan
Ferwakilan Rakyas Jepang (selanjutnya disebu dengan [et) cende rumg
untek memperiuas kewenangan pemernintah pusal. Misalnva, poda talun 1956,
tentang pemilihan angpota Dewan Pendidikan secara lapgzung dihapus
menjadi dengan cara penenjukan, Polisi daerah vang otonomi diganti
dengan sistem baru vaite sentralisasi kepolisinn dibawah control NPA (Mational

" Tolsuo Smo, 1954 Kewipa Dai & Sho Dboegaki-Sonoe Seirfmy mo Keika wa €hriin
Fesbite. Tokye; Chiho Zainus Kyokni bim. 36

" Aponim 1. Local Auionemy Law of Japan | Undang-andang Oonomi Dacrah fepasg )
Fasal 2 ayvai {2)
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fey Apency), Disamping v pada Tahun 1964, adanya .pur ubalban _
::LI:IF' :letung-unda;r.g Lalulintas dan _L!nde-_unfiar.l.g F'Iilll.l'alh bahwn
kewenangen atas jalan dan sungai dan perairan menjadi dibawah kewenangan
penten Konsiruksi,

Pada tahun 1960 merupaken puncak dari upaya pengurangan
kewenangan pemerintab daerah. Propinsi, hbupalgn_. h:r_ta :_Iml dni.:
digmmhkan dan diawasi oleh pemerintah pusat, dahm_ hal ini mefiteri sekiora
dalem il kepegawaian, subsidi, bantuan dan pembagian pajak, dan p:ml:!u.lllan
peraturan daerah. Dalam kondisi demikian pemerintal dacrah harus b:rslmng:
dengan sesama pemerintah daerah vntuk mendapatkan bantuan dan subssdi dari

ringah pusat, _ .
peme Sejak adanya pertumbuban ekonomi yang sangat pesat, disatu Fnhak
meninghatkan pendapatan nasional, dilain pihak menimbulkan masalzh serius
terhadap lingkungan. Masyarakst mulai melakokan pergerakan untuk memperbaiki
kondisi lingkungan. Bersamaan dengan pergerakan tersebut, pada avwal _mlmn
1970 sejumlah calon Gubernur, Bupali, Walikota dan Kepala Desa, dengan dl?:::l‘liu
oleh Panal Sosialis Jepang dan Partai Komuonis Jepang, m:m:panghn pemili .a:
dan menjadi Gubernur. Bupati, Walikota, dan Kepala Desa di beberapa wilaya
pemililan seperti Tokyo dan Csaka. .

Para Kepala Daerah yang reformasi tersebut di uasr e nuntul
adanya perubahan terhadap maszlah hubungan aniara pemeriniah pusa
dam daerah termasuk: (1) menoniul agar pemerintaban da-e-ﬂ_h mlil-cslnnk:n
oleh penduduk sefempal dengan porsiapan yang s_lsltmnls- (2
meningkatkan sisiem Tasilitas p:mtrthlu_h untul_r. pasien dan uﬂ"]:.!-
eacmt dan mengurangi pengeluaran medis bagi omng jompo dan m'd'.-n.ln i
{3y membual perubahan struktur bagi para anggota dewan perwaki =:
rakyat dacrah: (4) memberikan kebebasan pemerintah dacrah untu
membuat dan -mencrapkan peraturan dacroh hﬂdﬁ-rll;ln LUindang-undang
vang ada; {5) membueal porsyaratan minirru_lm m_ﬂu’k kchidupan mt:;-'nmlkl_ll
sipil dan meningkatkan perencanasn adminisirasi berdasarkan  standar sipi

- - i
Fada pertiengahan tahun 1970, ekonomi Jepang m:m:ml-;:tp:nl::l::
riumbuhan vang pelan. Siwsasi vang tidak mcnguntinghan terscbut,
::mnythahkm p:-mirtn;:n pemerintah dagrah yang I':l"nnfv'rl d&rﬂlhw'ﬂm!lﬂl
hanyak menghabiskan dana masyarakar. Akibainya scjumlah pemimpin d:.::-ﬂ
Lerjatuhan, tetapi perjuangan mereka telah berumat becrakar dltnm pemeri
daerah. Saat yang menentukan untuk legislasi werhadap pemerintah daerah yang
otongm tclah berhasil.
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Pemerimah dacrah welah berhasil membuat peraturan entang analisis
dampak lingkungan, transparansi in formasi kepada masyarakal, dan perimdungan
terhadap lingkungan di masing-masing wilayahnya, Bersamaan dengan kemajuan
tingkat daerah tersebut, pemerintsh pusat terpaksa membuar Undang-undang
dan peraturan pemerintah uniuk mengonirol polusi erhadap ingkungan,
Sebelumnya telah banyak kemujuan yang dicapai di bidang analisis lingkungan
dan transparansi informasi lingkungas, wetapi belum banyak perubsahan peraturan
di tingkat nasional/pemeriotah plasan

Seiring dengan kurang bagusnya keadaan ekonami Jepang dimana
hutang melebihi 30% GNP. Pemerintah mengatasinya dengan mengelusrkan
saham antuk dijunl ke masayarakat, Subsidi dan hibah dar pemerintah pusat ke
pemerintah daerah makin kecil, menyvebabkan pengurangan terhadap pegawai
negeri dan perampingan organiszsi, Dengan demikian hubungan kewangan
pemerintah pusst dan dasrak dijagn dengan kerangka sentralisasi vang ketai,
Subsidi dana diberikan kepada wsaha yang dikelola kementerian (pemerintah
pusat) saja. Berdasarkan keputusan kabinct, peraturan kementerian alau instanst
yang berwenang klninnye, sezuai dengan arahan pemeringal pasat, maka jumiah
subsidi diteniukan menurut stondar yang ielah ditctapkan. Dalam pengalokasian
subsidi, pemerintah pusat sangatl ahli dalam mengontiol. baik Ecuangan, maspun
administrasi pemerintah dasrah.

D. Penutop

Kebijakan ckonomi pemerintah pusal mempunyai sumbangsih yang besar
terhadap perkembangan ckonomi Jepang, ictapi Negnra Jepang masih menderita
duri terbatasnys capital social yang terbatas dengan meluasnya perbedaan
ekonomi regional.

Sebaliknya. dengan ecjadi berulang-ulang prilaku vang tidak terpuji dari
para palitisi dan pejabal tinggi velah memaisa pemerintah unnk mengatas dengan
refarmasi politik dan administrasi sccara drastik. Secara internasionnl, ckonomi
dan perbedaan perdagansan cenderung 1erus meningkal. Pemerintah pusat
sekarang meminta untuk menpatasi distorsd tersebut dari pola intermasional, dengan
cara mengapuskan burbagai larangan dan mengevaluasi peranan koka dan
menceha untuk desentrolisasi kekuasaan,

Undang-unidang ientang peningkatan desemiralizasi diundangkan pada Tahun
19895, Undang-undang tersebut mengupayakan secars sistemalis pengurangan
sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat. Melalui Undang-undang ini dibeniuk
panitia peningkaten descnimlisasi. ;
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: [iimasukkannva bab mengenai pemerintah daerah datam I{.unstituxijcrp.nng_!

wahun 1946, berdampak besas terhadap perkembangan sosial politik otonomi
daerah di Jepang, meskipun prakteknya masih dipengaruhi oleh struktur gb-:lurr.n
Perang [hnia Feedua, Dalamn perspektif sosiologi hukum, kewenangan :dmm'rm:mu
pemeriniah pusat welah berkembang seirng d:nganlkmnmgan_maﬁa.;h
perdagangnn yang diberikan menjadi dua kali lipat. S_ulrt umituk menyimpuikan
apaknh pemerintah dserah yang mempunyai otonomi seperti yang diharapkan
Kanior Pusai Tentars Sekutu pada wakio pembuatan draf konstitiousi benar-
bengr divujudkan di Jepang sckarang.

Penomena vang ads adalah kurangnya keinginan d“. kesadaran
masyarakat di daerah, disamping pemerintah daerzh -n-tnnm:m_ berkurang
kewenangannva karena tergantung dengan pemerintah pusat. Hal ini merapakan
tantsngan dari owasomi e sendim di Jepang.
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TANGGUNG JAWAR SOSIAL PERUSAHAAN:
Perkembangan Teori dan Relevansinya
dengan Tujuan Hukum Perusahaan

Oleh:
Mubammad Syaifuddin, S H., M.Ham.
{Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

dlntraks Timbuinve hesadaran kolekrif akan peniingaye longgung jowab seswal
perusahgun difararbulohangi alek fakia bakwa alifvitas ekonom) perusahoan dapet
mempemgaruhy dwalioos hidup masyarakal. Argumeniaii learglif bokivie paRgnag

uwab gozial perwsehaan akan berdampak terhadap efektivitas don efizsiens

perusahaun. secara substantif aemiliki relevansi dengan fufuan bukum perusahaar,
yuain efiviensi sasial. dalam arti tidak hanya melayarmi kepeniingon pemegang scatiast,
enEuns dan karvawan, fetap fuga keperitingarn masyurakat. Secara normatif, hukum

- perusahaun (vide UL Perseroan Terbatay No. 121903y bukanlah Irarkem vang idel,

buremea fidok menjaditan tanggung jowal soviol pernsaboan sebagai kewajiban
duikur, melaimkan henva sebagai etika bisals, sehingge sulii unink mengharapkarn
perseroan ferbaras melaksanokan tenggung jowab sesialrya. Oleh karens i,
penarmaan fikun fanggung fewal sosial datam UL Perserous Terbatos yang dicita.
citakan, sangai diperiukan unink memaksa persercan terbatas tidak harpad
memakyimatkon AeRovoammra demi kepentingart pemegang Taham, pengurus dan
devveawan terapi juge mendisiribusiken kekayaanrye secars adil wriuk kepernngan *
LTV ER LT

Katw Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan. Hukum Perusabasn, Tujusan Hikum
Perusahaan

A. Pendahulvan

Perusahasn merupakan salah satu sendi perekonomian dalam kehidupan
mmsvarakat, berfungsi sebagai pusat kegiatan manusia guna memenubi kebutuhan
hidupnya, Seiring dengan makin besar dan luasnyva pengaruh perusahaan atas
kehichupan masyarakat. makin besar pula kekuatan vang dimiliki oleh perusahasn.
[alam majalah Busisness Week (edizi 10 Juli 2000) dilaporkan bahwa pada
talun 1999, 100 kekuatan ckonomi terbesar di dunia berada di “tangan”
perisahaan-perusalisan global. Milai penjualan dari 200 perusahaan terbesar di
dunia, jika digabungkan lebih besar daripada sepertiga aktivitas perckonomian
duniiz, Selanjutnya, sepertiga dari perdagangan dunia merupakan transaksi di
antara unil-unit usaha perusahaan-perusahaan “raksasa™ lersebut,
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